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Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(1)

(2)

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 58

Pengawasan terhadap Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau
Personal yang diberlakukan SNI secara wajib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian,
dan/atau Pemerintah Daerah berkoordinasi untuk
melakukan pengawasan terhadap Barang, Jasa, Sistem,
Proses, atau Personal yang memiliki sertifikat dan/atau
menggunakan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian.

BAB IX

SISTEM INFORMASI STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 59

BSN mengelola sistem informasi Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian.

BSN dalam mengelola sistem informasi Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat meminta data dan/atau informasi di bidang
Standardisasi dan  Penilaian Kesesuaian kepada
Pemangku Kepentingan.

Pemangku Kepentingan menyampaikan data dan/atau
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui
sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

BSN menyediakan akses sistem informasi Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk masyarakat.

(5) Sistem ...
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(5) Sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan
sistem informasi kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 60

(1) BSN melalui sistem informasi Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian mempublikasikan informasi SNI
yang telah ditetapkan.

(2) Ketentuan mengenai publikasi informasi SNI melalui
sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepala BSN.

Pasal 61

Data dan informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
yang dipublikasikan melalui sistem informasi Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian bersifat terbuka dan transparan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain oleh Kepala BSN.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

Setiap orang yang memalsukan SNI atau membuat SNI palsu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah).

Pasal ...



